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PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 112 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
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Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: B2

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi layanan
teknologi informasi di Kementerian Perhubungan dan
menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional, perlu mengubah Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang . . .



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomorl12);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 159);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 81595);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 112 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1
Beberapa  ketentuan dalam  Keputusan  Menteri
Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
KETIGA : Penyelenggaraan SPBE Kementerian,
meliputi:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. audit SPBE;
d. penyelenggara SPBE; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian penerapan SPBE.

2. Lampiran . . .
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2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 2
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

CTR S 1V S 0 Fs

< S
¢l MR /

AN
3\

/R, BUBI PRAYITNO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 90 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian ini, yaitu:

1.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK
adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan
informasi.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE
secara terpadu di lingkungan Kementerian.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan
SPBE Kementerian yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau
beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat di
lingkungan Kementerian.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi
proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di
lingkungan Kementerian.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan
langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi diterapkan
oleh Kementerian.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung
untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE Kementerian yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE
adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE di
lingkungan Kementerian.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan
secara bagi pakai di lingkungan Kementerian.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian
untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian.

Keamanan SPBE adalah mekanisme pengendalian keamanan dan
perlindungan yang terpadu terhadap aset Data dan Informasi Kementerian
Perhubungan dalam rangka menjamin kerahasiaan (confidentiality),
keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) dengan Keamanan
SPBE Nasional.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria
dan/standar yang telah ditetapkan.



16.

17.

18.

9.

20.

21,

22,

24.

25.

26.
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Pusat Data Kementerian adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk
keperluan penempatan, penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data
yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah fasilitas
sistem cadangan (backup system) Data Center yang terdiri atas perangkat
keras, perangkat lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung
kegiatan operasional Kementerian secara berkesinambungan ketika Pusat
Data Kementerian mati/rusak karena bencana.

Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi,
sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang
bermanfaat dan bermakna.

Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi
yang selanjutnya disebut API adalah sebuah metode dalam rangka
menjalankan fungsi interoperabilitas antar Aplikasi SPBE atau Layanan
SPBE.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan
usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam
berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
Koordinator SPBE Kementerian adalah Sekretaris
Jenderal Kementerian.

Tim Koordinasi SPBE adalah Tim yang mempunyai tugas memberikan
arahan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dan memimpin serta mengarahkan program kerja koordinasi
penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di
lingkungan Kementerian.

Unit TIK Pusat adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai
tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan
standardisasi, rencana dan kebijakan, pengembangan sistem, data dan
layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi
Kementerian, penyusunan rencana kerja dan anggaran, ketatausahaan
dan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi.

Unit TIK Eselon I adalah unit kerja di bawah setditjen/setbadan/setitjen
di lingkungan Kementerian yang menjalankan fungsi pengelolaan
teknologi informasi dan komunikasi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang transportasi.
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TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK (SPBE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TUJUAN
Tujuan Tata Kelola ini adalah memberikan landasan pelaksanaan proses

tata Kelola SPBE bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian dan entitas
pengambil keputusan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE

secara terpadu.

RUANG LINGKUP

Tata Kelola ini akan digunakan sebagai batasan bagi setiap Unit Kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menginformasikan,
mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan serta penggunaan
sumber daya TIK di Unit Kerja masing-masing, sehingga memenuhi asas:
efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,
interoperabilitas, dan keamanan, dalam rangka pencapaian tujuan.

KEBIJAKAN

1. Tata Kelola SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat,
dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

2. Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur-
unsur SPBE yang terdiri atas:

Arsitektur SPBE Kementerian;

Peta Rencana SPBE Kementerian;

rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
Proses Bisnis;

data dan informasi;

Infrastruktur SPBE Kementerian;

Aplikasi SPBE Kementerian;

Keamanan SPBE Kementerian; dan
Layanan SPBE Kementerian.
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C.1. Arsitektur SPBE Kementerian

1. Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman

pada Arsitektur SPBE nasional, rencana  strategis
Kementerian, dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang
berlaku;

2. Arsitektur SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan
panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data,
Informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, Aplikasi SPBE

Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk

menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu di
lingkungan Kementerian;
3. Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen
dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan
untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
b. domain arsitektur.



C.2.

Peta

Arsitektur SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan mendeskripsikan substansi arsitektur yang

memuat domain:

domain arsitektur Proses Bisnis;

domain arsitektur data dan informasi;

domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

domain arsitektur Aplikasi SPBE;

domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

domain arsitektur Layanan SPBE.

Arsitektur SPBE Kementerian disusun dan dikoordinasikan

oleh Unit TIK Pusat dan ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan.

Dalam menyusun Arsitektur SPBE Kementerian, Unit TIK

Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi

SPBE Kementerian, akademisi, masyarakat telematika

Indonesia, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE

nasional;

Arsitektur SPBE Kementerian dapat dilakukan reviu oleh Unit

TIK Pusat dan Tim Koordinasi SPBE setiap 1 (satu) tahun

sekali atau berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Arsitektur
SPBE Kementerian;

c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian yang
dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat;

d. perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja
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Kementerian;
e. perubahan pada unsur SPBE; dan/atau
f perubahan rencana strategis Kementerian.

Arsitektur SPBE Kementerian dikomunikasikan kepada
seluruh unit kerja/satuan kerja oleh Koordinator SPBE
Kementerian.

Rencana SPBE Kementerian

Peta Rencana SPBE Kementerian Dbertujuan untuk
memberikan arah SPBE Kementerian yang terpadu dan
berkesinambungan;

Peta Rencana SPBE Kementerian disusun oleh Unit TIK Pusat
dibawah koordinasi oleh Koordinator SPBE Kementerian;
Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian, Unit
TIK Pusat berkoordinasi dengan unit yang memiliki tugas dan
fungsi di bidang perencanaan untuk menyelaraskan dengan
rencana strategis Kementerian;

Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Kementerian, Unit TIK
Pusat berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional,
Arsitektur SPBE Kementerian, rencana strategis Kementerian,
dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku;

Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Kementerian
dengan Peta Rencana SPBE nasional, Unit TIK Pusat dapat

melakukan konsultasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara;

Peta Rencana SPBE Kementerian, memuat:



Tata Kelola SPBE;

Data dan Informasi;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Layanan SPBE;

Manajemen SPBE; dan

g. Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dan

dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat dan ditetapkan oleh

Menteri Perhubungan.

Peta Rencana SPBE Kementerian dapat dilakukan reviu oleh

Unit TIK Pusat dan Tim Koordinasi SPBE setiap 1 (satu) tahun

sekali atau berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta
Rencana SPBE Kementerian;

b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Arsitektur
SPBE Kementerian;

c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian yang
dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat; atau

d. perubahan Rencana Strategis Kementerian.
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. Peta Rencana SPBE Kementerian dikomunikasikan kepada

seluruh unit kerja/satuan kerja oleh Koordinator SPBE
Kementerian.

C.3. Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian

1.

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun sesuai

dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan

pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE

Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian serta

dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran

SPBE dari seluruh unit kerja;

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian

dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Unit

TIK Pusat bersama dengan Unit Kerja di lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Usulan baru dan/atau perubahan rencana dan anggaran

SPBE Unit Kerja harus mendapat rekomendasi dari:

al = Unit TIK Pusat;

b. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan
anggaran pada Sekretariat Jenderal; dan

c. Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan perubahan pada rencana dan anggaran SPBE

Kementerian yang telah terdapat dan/atau belum terdapat

dalam Peta Rencana SPBE Kementerian akan diatur dalam

manajemen perubahan SPBE.

C.4. Proses Bisnis

1:

Proses Bisnis disusun dengan tujuan untuk memberikan
pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta
pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE
Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan Layanan
SPBE Kementerian;

Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung
pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE



C.3.

C.6.

Kementerian Kementerian dan Layanan SPBE yang
terintegrasi;

Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh seluruh Unit Kerja
pada Kementerian dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang
menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada
Sekretariat Jenderal bersama dengan Unit TIK Pusat;

Dalam menyusun Proses Bisnis, Unit Kerja dapat melakukan
konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

Proses Bisnis dapat dilakukan reviu 1 (satu) tahun sekali;
Reviu dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan
fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Jenderal
bersama dengan Unit TIK Pusat.

Data dan Informasi

Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan
Informasi yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian
dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha,
dan/atau pihak lain;

Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Unit Kerja
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan data
yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian;
Data dan Informasi terkait penyelenggaraan transportasi
dikelola dalam lingkup Satu Data Transportasi yang
dikordinasikan oleh Unit TIK Pusat;

Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan
mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan
tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi,
dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;
Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di
lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya
serta diintegrasikan dan dikelola oleh Unit TIK Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Unit kerja bertanggung jawab atas Kualitas Data, keakuratan
Data, dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data
dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia;

Data dan informasi harus memenubhi kriteria:

a. berdasarkan standar data dan informasi;

b. berbagi pakai data dan informasi;

c. mudah diakses; dan

d. selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.
Penggunaan data dan informasi oleh pihak diluar Kementerian
dapat dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur SPBE Kementerian

1

Infrastruktur SPBE Kementerian digunakan untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi
dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur SPBE
Kementerian;

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE
Kementerian harus dilakukan secara bagi pakai dan
didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Arsitektur
SPBE nasional;
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Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri atas
pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan
Infrastruktur SPBE Kementerian;

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Kementerian
dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat;

Dalam penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Kementerian Unit
TIK Pusat dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
Infrastruktur SPBE Kementerian terdiri atas:

a. Jaringan Intra Kementerian

1) Jaringan Intra Kementerian merupakan jaringan
intra yang diselenggarakan oleh Unit TIK Pusat dan
digunakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian
untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam
Kementerian;

2) Jaringan Intra Kementerian merupakan jaringan
interkoneksi tertutup yang diselenggarakan oleh
Kementerian untuk menghubungkan antar jaringan
intra dan/atau antar simpul jaringan instansi pusat
dan pemerintah daerah;

3) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian bertujuan
untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan
di lingkungan Kementerian;

4) Pemanfaatan Jaringan Intra Kementerian dapat
menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh
Kementerian dan/atau penyedia jasa layanan

jaringan.

5) Pemanfaatan Jaringan Intra Kementerian harus
dikoordinasikan dan/atau mendapatkan
pertimbangan Koordinator SPBE  Kementerian
meliputi:

a) keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra
Pemerintah dan/atau penyedia jasa layanan
jaringan;

b) kelaikan keamanan yang kemudian
dikoordinasikan kepada kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.

b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian

1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian
merupakan sistem penghubung layanan yang
diselenggarakan oleh Unit TIK Pusat untuk
melakukan  integrasi antar Layanan  SPBE
Kementerian dengan metode API dan/atau metode
lain yang diperlukan;

2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian
dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja/satuan kerja
di lingkungan kementerian;

3) Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan terdiri
dari:
a) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-

to-point);
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b) Tersedia metadata repository; dan

c) Tersedia service directory.

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan

Kementerian, harus:

a) membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra Kementerian;

b) membuat keterhubungan dengan  sistem
penghubung layanan pemerintah (SPLP);

c) memenuhi standar interoperabilitas antar
Layanan SPBE Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e) mendapatkan pertimbangan kelaikan
keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan

Kementerian dipantau dan dievaluasi secara berkala

berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi

dan/atau sesuai kebutuhan kementerian.

Pusat Data Kementerian

1)

2)

3)

4)

Pusat Data Kementerian diselenggarakan oleh Unit
TIK Pusat;

Pusat Data Kementerian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
Infrastruktur SPBE Kementerian dan terhubung/
interkoneksi dengan Pusat Data Nasional serta
mengacu kepada standar pengelolaan Pusat Data
yang berlaku secara Nasional dan/atau
Internasional,

Seluruh unit kerja pada Kementerian harus
memanfaatkan layanan Pusat Data Kementerian;
Reviu layanan Pusat Data Kementerian dilakukan
oleh Unit TIK Pusat melalui tim koordinasi SPBE
Kementerian.

Pusat Pemulihan Bencana Kementerian

1)

2)

3)

Untuk mengantisipasi gangguan pada Pusat Data
Kementerian  Perhubungan, Unit TIK  Pusat
mengadakan dan mengelola Pusat Pemulihan
Bencana;

Pusat Pemulihan Bencana hanya untuk Aplikasi
yang bersifat strategis dan/atau Aplikasi lain yang
membutuhkan pencadangan sistem, sesuai dengan
pertimbangan Unit TIK Pusat berdasarkan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE;

Unit TIK Pusat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana harus
menerapkan manajemen risiko dan manajemen
keamanan informasi.

Perangkat jaringan dan komunikasi Kementerian

1)

Perangkat jaringan dan komunikasi Kementerian
merupakan semua peralatan yang mendukung
jaringan komunikasi data yang digunakan secara
berbagi pakai;



